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ABSTRAK 

Dalam menjalankan perbuatan hukum, Perseroan Terbatas diwakilkan oleh Organ-organnya yang 

salah satunya yaitu Direksi yang bertugas dalam pengurusan Perseroan. Dalam terjadi Pailit, Direksi 

dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi jika ia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. 

Permasalahan yang dibahas adalah: (1) Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT. Jasamarine Engineering 

yang dinyatakan pailit ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? (2) 

Bagaimana kedudukan hukum Direksi pada perusahaannya yang telah dinyatakan pailit Untuk membahas 

perumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas terhadap PT. Jasamarine Engineering yang telah dinyatakan pailit kemudian 

menghubungkannya dengan kenyataan hukum dilihat dari literatur hukum dan mencari data ke 

Pengadilan Niaga Medan. Adapun analisis data dilakukan secara analisis kualitatif yaitu uraian-uraian 

yang dilakukan di dalam penelitian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-

angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak 

hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dari Penelitian 

dapat disimpulkan bahwa Direksi PT. Jasamarine Engineering tidak bertanggung jawab atas 

Perusahaannya yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Niaga Medan dengan Nomor Perkara 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn yang mana Direksi 

tersebut tidak hadir menghadap ke persidangan maupun mengutus seseorang sebagai kuasa hukumnya 

yang didalam UUPT Pasal 104 mengatakan apabila Direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian 

hingga menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara 

tanggung renteng kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kedudukan hukum dari Direksi 

setelah perusahaan dinyatakan pailit tidak dapat digantikan oleh Kurator karena kurator dalam hal ini 

hanya berwenang dalam pemberesan harta pailit dan Direksi masih dapat melakukan pengurusan 

perusahaan sepanjang tidak berkaitan dengan harta pailit. Adapun saran dari skripsi ini yaitu hendaknya 

Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit haruslah 

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit 

dan harus adanya suatu lembaga penyanderaan yaitu lembaga Gijzeling atau yang sering disebut 

lembaga pemaksaan (paksa badan) terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit untuk 

mengantisipasi jika pada kemudian hari semua utang perusahaan tidak tertutupi maka lembaga 

tersebut dapat mencari kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh salah satu Organ Perseroan 

seperti Direksi dari suatu perusahaan tersebut. 

 

 


